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BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

bahwa penghapusan barang milik daerah adalah tindakan
penghapusan barang Pengguna/ Kuasa Pengguna dan penghapusan
dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerabh;

bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah
Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat Il dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);
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6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4515);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;

20.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah;

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Materiil Daerabh;

22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang
Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang
Baru Dibentuk

23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

24.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/
Kabupaten Kota;

25.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah,;
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26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007;

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

29.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Belitung.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Belitung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung
selaku pengelola barang milik daerah.

7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut
pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan
barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.

Ci\Users\Usen\AppDatall ocal\Temp\24-PENGHAPUSAN ASET_236374.doc 4



8. Bidang Aset Daerah adalah Bidang Aset Daerah pada Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Belitung..

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD,
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung selaku
pengguna barang milik daerabh.

10.Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang.

11.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12.Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

13.Penyimpan barang milik daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas
untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.

14.Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap
satuan kerja perangkat daerah/ unit kerja.

15.Rumah Daerah adalah rumah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil.

16.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

17.Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari
daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna
dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.

18.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah
Daerah.

19.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
BAB Il
PENGHAPUSAN
Pasal 2

Penghapusan barang milik daerah meliputi :

a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa
Pengguna; dan

b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 3
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(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud
sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa
pengguna.

(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud
sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena
sebab-sebab lain.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dengan Keputusan pengelola atas nama Bupati.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4
(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan

dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat
dipindahtangankan; atau

b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat
persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada
Bupati.

Pasal 5

(1) Barang milik daerah yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, meliputi :

a. barang bergerak :

1. mobil ambulance;

mobil pemadam kebakaran;
mikro bus;
mobil Derek;
alat-alat berat;
pesawat;
kendaraan di atas air;

kendaraan untuk melayani kepentingan umum;

© © N o 0 M w0 D

sedan;

10.jeep;
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11.station wagon;

12. mini bus;

13. pickup;

14.kendaraan bermotor roda 2 (dua);
15.kendaraan bermotor roda 3 (tiga)/ scooter;

16.barang inventaris lainnya yang ditentukan oleh Pengelola
setelah mendapat persetujuan Bupati.

b. barang tidak bergerak :

1. tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan
rumah golongan I, dan golongan II;

2. tanah dan/ atau bangunan rumah golongan Il

(2) Penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan
pertimbangan/ alasan-alasan sebagai berikut :

a. pertimbangan teknis, antara lain :

1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan
tidak ekonomis bila diperbaiki;

2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3. telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kedaluwarsa;

4. telah berumur minimal 8 (delapan) tahun untuk kendaraan roda
2 (dua);

5. telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun untuk kendaraan
roda 4 (empat);

6. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi
dan sebagainya;

7. selisih  kurang dalam timbangan/ ukuran disebabkan
penggunaan/ susut dalam penyimpanan/ pengungkapan.

b. pertimbangan ekonomis, antara lain :

1. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;

2. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih
besar dari manfaat yang diperoleh;

3. Penghapusan barang milik daerah walaupun sudah ditentukan
umurnya, namun harus tetap memperhatikan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, atau sudah ada
pengganti/ sudah disiapkan anggaran untuk penggantinya.

c. karena hilang/ kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang
disebabkan :

1. kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/atau pengurus
barang;
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d.

2. di luar kesalahan/ kelalaian penyimpan dan/atau pengurus
barang;

3. mati, bagi tanaman atau hewan/ ternak;
4. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

karena akan dipindahtangankan (dilelang, dihibahkan, dan
penyertaan modal).

(3) Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan
pertimbangan/ alasan-alasan sebagai berikut :

a.
b.

C.

rusak berat, terkena bencana alam/ force majeure;
tidak dapat digunakan secama optimal (idle);
terkena planalogi kota;

kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan
koordinasi;

pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
hankam;

karena dipindahtangankan (dilelang, dihibahkan dan sebagai
penyertaan modal Pemerintah Daerah).

BAB Il
WEWENANG PENGHAPUSAN BARANG DAERAH

Pasal 6

(1) Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak
seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan
Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2) Penghapusan barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau
bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000,-00 (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak
(tanah dan/atau bangunan) yang tidak memerlukan persetujuan
DPRD, apabila :

a.
b.

sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.

diperuntukkan bagi pegawai negeri.
diperuntukkan bagi kepentingan umum.

dikuasai negara/ daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan
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ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7

(1) Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman),
susut, berlebih dan tidak efisien lagi dilaporkan oleh pengguna kepada
Bupati melalui Pengelola.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan
nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, nilai barang, dan
spesifikasi barang.

(3) Barang yang hilang karena alasan tidak terduga atau kesa;ahan/
kelalaian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat
berwenang (kepolisian/ lainnya).

BAB V
PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

(1) Bupati membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang
susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.

(2) Tugas Panitia Penghapusan meneliti barang yang akan dihapus,
dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan,
pemeliharaan/ perbaikan maupun data lainnya yang diperlukan.

(3) Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara
dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian,
surat keterangan sebab kematian, dan lainnya.

(4) Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati
mengenai rencana penghapusan barang daerah dengan melampirkan
Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan.

(5) Setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan ditetapkan
dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati, dan juga
menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor
Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/
dihibahkan/ dimusnahkan.

BAB VI

PEALAKSANAAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK DAERAH SECARA KHUSUS
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Pasal 9

(1) Penghapusan barang milik daerah secara khusus berupa gedung milik
daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai
dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan
membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa
dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu
Keputusan Bupati, dengan pertimbangan alasan sebagai berikut :

a. rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan
gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan
mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut;

b. rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa
bumi, banjir, angina topan, kebakaran dan yang sejenisnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 17 September 2009

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan

pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,
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MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 24
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